
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.366, 2018 KEMENAG. Peraturan Menteri Agama tentang 

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. 

Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Pasal 57 ayat (2) huruf f 

dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan 

Ibadah Umrah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5061); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4966); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah 

rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar 

musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan 

perlindungan Jemaah, yang dilaksanakan oleh 

pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah 

umrah. 

2. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang 

selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata 

yang telah mendapat izin dari Menteri untuk 

menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. 

3. Jemaah Umrah yang selanjutnya disebut Jemaah adalah 

setiap orang yang beragama Islam dan telah 

mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Umrah 

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 

4. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang selanjutnya 

disingkat BPIU adalah sejumlah dana yang dibayarkan 

oleh Jemaah untuk menunaikan perjalanan Ibadah 

Umrah. 

5. BPIU Referensi adalah biaya rujukan Penyelenggaraan 

Perjalanan Ibadah Umrah yang ditetapkan oleh Menteri. 

6. Asosiasi PPIU adalah perkumpulan yang 

mengoordinasikan PPIU. 

7. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia. 

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 

9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 

10. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi. 

11. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi. 
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Pasal 2 

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan 

berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, 

akuntabilitas, dan syariat. 

 

Pasal 3 

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bertujuan 

memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada 

Jemaah, sehingga Jemaah dapat menunaikan ibadahnya 

sesuai dengan ketentuan syariat. 

 

BAB II 

PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH 

 

Pasal 4 

(1) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dapat 

dilakukan oleh pemerintah dan/atau PPIU. 

(2) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah oleh 

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan oleh Menteri. 

 

Pasal 5 

(1) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan 

oleh biro perjalanan wisata yang memiliki izin operasional 

sebagai PPIU. 

(2) Untuk memiliki izin operasional sebagai PPIU 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biro perjalanan 

wisata harus memenuhi persyaratan:  

a. memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas 

dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan 

wisata yang memiliki salah satu kegiatan usahanya 

di bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah 

mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia; 

b. pemilik saham, komisaris, dan direksi yang 

tercantum dalam akta notaris perseroan terbatas 
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merupakan warga negara Indonesia yang beragama 

Islam;  

c. pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah 

atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran 

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah; 

d. memiliki kantor pelayanan yang dibuktikan dengan 

surat keterangan domisili perusahaan dari 

pemerintah daerah dan melampirkan bukti 

kepemilikan atau sewa menyewa paling singkat 4 

(empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan 

atau legalisasi dari Notaris; 

e. memiliki tanda daftar usaha pariwisata; 

f. telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai 

biro perjalanan wisata yang dibuktikan dengan 

laporan kegiatan usaha; 

g. memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata 

dengan kategori biro perjalanan wisata yang masih 

berlaku; 

h. memiliki kemampuan teknis untuk 

menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah yang 

meliputi kemampuan sumber daya manusia, 

manajemen, serta sarana dan prasarana;  

i. memiliki laporan keuangan perusahaan 2 (dua) 

tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik 

yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan 

opini wajar tanpa pengecualian; 

j. melampirkan surat keterangan fiskal dan fotokopi 

nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan dan 

pimpinan perusahaan; 

k. memiliki surat rekomendasi asli dari Kantor Wilayah 

dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan; dan 

l. menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito/ bank 

garansi atas nama biro perjalanan wisata yang 

diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum 

nasional yang memiliki layanan syariah dengan 

masa berlaku 4 (empat) tahun. 

(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
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